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Otonomi Daerah telah berkembang lama di  Indonesia terbitnya UUnNo.23 Tahun

2014 tentangnpemerintahndaerah dannUU No. 33nTahunn2004ttentangnperimbangan

keuangannantarnpemerintahnpusatndanndaerahmmerupakanbawalndarinpelaksanaan

otonomindaerahndannprosesnterjadinyanperubahan  dalam  penganggaran  keuangan

daerahmdinIndonesia.

Undang- undang No.32iTahun 2004nPasaln1nayatn(7), desetralisasi ialah pemberian

tanggung  jawab  pemerintahan  kepada  daerah  otonomi  untuk  membuat  aturan

pemerintahan  pada  sistem  Republik  Indonesia.  Dengan  adanya  desetralisasi

diharapkan  pemerintah  daerah  dapat  melaksanakan  wewenang  yang  diserahkan

pemerintah  pusat.  Wewenang  yang  dimaksud  berasal  dari  aspresiasi  masyarakat

terutama untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi di daerah (Rosidin, 2015).

Otonomi darerah diharapkan mampu berdampak positif mrningkatkan pertumbuhan

ekonomi  sebagai  prefernsi  utama  tiap  daerah.  Khusus  untuk  pertumbuhan  daerah

biasa dihitung menggunakan PDRBiatas dasariharga konstan. iPertumbuhaniekonomi

memang bukan pasaran tunggal  di  negara berkembang,  tetapi  syarat  utama dalam

memperbaiki kesejahteraan masyarakat serta kepentingan pembangunan lainnya.

Kebijakannkeuanganndaerahndiarahkannuntuknmeningkatkan pendapataniasli daerah

sebagainsumber  utamanpendapatanndaerah  yangndapat  ndipergunakan  oleh  daerah

melaksanakannpemerintahan dannpembangunanndaerahnsesuai dengan kebutuhannya

gunanmemperkecilnketergantunganndalamnmendapatkanndandanann  pemerintah

tingkatnatas.  Pemerintahndaerahnmengalokasikanndana  dalamnbentuknanggaran

belanjandaerah (APBD) nyang diperoleh dari anggaran transfer pemerintah pusat ke

pemerintah daerah sesuai  kebutuhan.  Pendapatannaslindaerahnitu dianggap sebagai

alternatifnuntuknmemperolehntambahanndana  yangndigunakannuntuk  sebagai

keperluannpengeluaran  yangnditentukannoleh  daerannsendiri  khususnya  keperluan

rutin.  Maka  dari  itu  peningkatan  pendapatan  tersebut  merupakan  hal  yang

dikehendaki  setiap  daerah.  Pajak  daerah  merupakan  kontribusinwajibnoleh  orang

pribadinataunbadannyangnbersifat  memaksa  tanpa  mendapatkannimbalan  secara

langsungndanndigunakannuntuknkeperluanndaerah  demi  terwujudnya  kemakmuran

rakyat.  Retribusiidaerah  merupakan  pungutanidari daerahisebagaiipembayaraniatas

jasanatau pemberiannizin tertentuiyang khususi



disediakanndanndiberikan oleh pemerintahndaerah untuknkepentingan orang pribadi

ataunbadan.

Dalam  mengatasi  ketimpangan  fiskal  tersebut,  pemerintah  memberikanndana

perimbangan, ndana  tersebutnbersumberndarinAnggaran  PendapatanndannBelanja

Negara  (APBN)  yang  meliputi  DanaiBagi  Hasili (DBH), iDana  AlokasinUmum

(DAU), idan  DananAlokasiiKhususi (DAK). nDanaiperimbanganidapat  juga

digunakan untuk mengurangi kesenjangaan pendanaan pada pemerintah daerah serta

digunakan untuk meminimalisis resiko terjadinyankesulitan keuangan.

PeraturannMenterinDalamnNegerinNomorn30nTahunn2006nmenegaskan  bahwa

belanjandaerahnmerupakannsemuanpengeluaranndari  rekeningnkas  umumndaerah

yangnmenguranginekuitas  dananlancar,  yangnmerupakan  kewajibanndaerah  dalam

satuntahunnanggarannyangntidaknakanndiperolehnpembayarannyankembali  oleh

daerah.  Belanjandaerah  digunakannuntuknpelaksanaannurusan  pemerintahnyang

menjadinwewenang pemerinta daerah ( provinsi atau kabupaten/kota) yang meliputi

urusan  wajibndannurusannpilihan.  PeraturaniMenteriiDalamiNegeriiNo.13iTahun

2006  telan  menentukannstrukturnbelanjanterdirindarinbelanjanlangsung  danntidak

langsung.

Untuk  itu,  dengan  latar  belakang  tersebut  penelitintertariknmelakukan  penelitian
berjudul “Pengaru PajaknDaerah, RetribusinDaerah, nDannDana AlokasiiUmum
Terhadap BelanjanDaerahnProvinsinSumateraiUtara Periode 2017-2019”.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Pengaruh

PengaruhnPajaknDaerahnterhadapnBelanjanDaerah

Menurut Suandy (2013:229) dalam penelitiannya menyatakan PajaknDaerah itu iuran

yang wajib dilakukannolehnorangnpribadi  ataunbadan kepadaidaerahitanpaiimbalan

langsungiyangiseimbang  yangndapat  dipaksakannberdasarkannperaturaniperundang-

undangannyangiberlaku, nyangndigunakan  untukimembiayaiipenyelenggaraan

pemerintahidaerahidanipembangunan daerah.

Menurut  Bowo  (2014)  dalam  penelitiannyanmenyatakannbahwanPajaknDaerah

sangat  berpengaruh  secaranpositifikarena  pajakimerupakanipendapataniasli  daerah

yangiterbesar.

PengaruhnRetribusinDaerah terhadap BelanjaiDaerah
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Retribusi Daerah (X2) i iBelanja Daerah

Dana Alokasi Umum (X3) i

Pajak Daerah (X1) i

Menurut Arifin (2014) RetribusinDaerahisalah satuisumber pendapatan daerah yang

penting  guna  membiayai  penyelenggaraannpemerintah  daerah  dan  pemebangunan

daerah.

Menurut  Sulistyowat  (2011)  bahwankemandirianndaerah  dapatndiwujudkan  dagn

salahnsatu cara dgn meningkatkan PAD darinsektor retribusi daerahh. Jikanretribusi

daerahnmeningkat, maka PADnjuga akannmeningkat sehingga dapatnmeningkatkan

pengalokasiannbelanjandaerahnuntuk meningkat pelayanannkepadaimasyarakat.

PengaruhiDanaiAlokasiiUmumiterhadapiBelanjaiDaerah

Menurut Rosidin (2015:354), meskipun kekayaan keuangan semakin besar , namun

tidak ada satu daerah yang secara penuh mampu memenuhi belanja rumah tangga

sendiri. Dimana, sebagian besar keuangan daerah merupakan subsidi dari pemerintah

pusat.  Apabila  pembiayaan  kebutuhan  pengeluaran  daerah  masih  kurang,  maka

kekurangan tersebut dapat dibiayai menggunakan subsidi oleh pemerintah pusat.

Menurut Abdul Halim (2014:128) tujuan DAU ini selain dalam kerangka otonomi

daerah  pemerintah  ditingkat  daerah,  juga  memiliki  tujuan  penting  salah

satunyandalamnkerangkanpemerataannkemampuannpenyediaannpelayanan  publik

diantara pemerinta daerahnindonesia.

Menurut  Wandira  (2013)  menemukannbahwankemandirianndaerah  tidaknmenjadi

lebihnbaik, bahkannyang terjadinmalahnsebaliknyanyaitunketergantungan pemerintah

daerahnterhadapntransfernpemerintahnpusat (DananAlokasinUmum) semakinntinggi.

Kerangka Konseptual 

Gambar 1.1



Kerangka Konseptual

Hipotesi penelitian

Rumusan hipotesis berdasarkan latar belakang penelitian dan kajian teori diatas

adalah :
H1 : PajaknDaerahnberpengaruh secaraiparsial terhadapiBelanjaiDaerahidi Kabupateni/ 

kotamadya pada ProvinsiiSumateranUtara Periode 2017-2019

H2 : RetribusinDaerahnberpengaruh secaraiparsialiterhadapiBelanja Daerahidi Kabupateni/ 

kotamadya padanProvinsinSumatera Utara Periode 2017-2019

H3 : DAUnberpengaruhnsecara parsialnterhadapnBelanja Daerahndi Kabupaten/kotamadya 

pada ProvinsinSumateranUtaranPerioden2017-2019

H4 : PajakiDaerah, iRetribusiiDaerah, iDAUiberpengaruh secara simultaniterhadapiBelanja 

Daerahidi Kabupateni/ kotamadya pada ProvinsiiSumateraiUtara Periode 2017-2019.
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